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Peneletian ini untuk menjawab peran pemantau pemilu dalam pengawasan pemilu,
kehadiran pemantau pemilu sudah ada sejak era reformasi. Dari tahun ke tahun pemilu selalu
di warnai oleh kecurangan, apalagi zaman orde baru. Kehadiran pemantau pemilu ini
diharapkan mampu menanggulangi kecurangan terhadap pemilu. Dengan wewenang sudah
diamanatkan undang — undang lembaga pemantau pemilu masih jauh dari harapan, oleh karna
itu perlunya peninjauan ulang kehadiran pemantau pemilu dari perspektif hukum positif dan
figih siyasah yang berlaku.

Peneliatian ini akan fokus mengaji mengenai : 1). Bagaimana peran lembaga pemantau
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Tulungagung terhadap pengawasan pemilu
perspektif undang- undang nomor 7 tahun 2017 di Kabupaten Tulumgagung, 2) Bagaimana
Peran lembaga pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Tulungagung
terhadap pengawasan pemilu perspektif Figh Siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan,
wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data
(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dari peneletian ini akan diketahui bahwa :1) Kehadiran pemantau pemilu JPPR di Kabupaten
Tulungagung masih jauh dari amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Dari kewenang yang di atur di undang — undang jppr hanya melakukan
pendidkan politik sebagai upaya untuk membantu mewujudkan pemilu yang langsung, bebas,
rahasia , jujur, dan adil. Dalam wewenangnya masih banyak yang belum dilakukan untuk
optimalisi sebagai bentuk partisipasi masyarakat seperti pamantauan dan pengawasan, dan
harapanya ke depan adanya optimalisasi dari pemantau pemilu untuk melakukan peran dan
fungsi pemantuan pemilu secara optimal sesuai amanat undang — undang. 2) Pemantau pemilu
JPPR sebagai Wilayah Hisbah Hanya melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada
masyarakat mengenai pemilih. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh JPPR belum
mencapai tujuannya sebagai Wilayah Hisbah yang seharusnya berperan dalam pemantauan
Pemilihan Umum. Jika JPPR tidak melaksanakan pengawasan dengan efektif, berarti JPPR
tidak memenuhi amanahnya sesuai dengan prinsip Wilayah Hisbah.
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This research aims to address the role of election observers in monitoring elections, a practice
that has been present since the reform era. Elections have always been tainted by irregularities
over the years, especially during the New Order era. The presence of election observers is
expected to mitigate election fraud. However, despite being mandated by law, the authority of
election observer institutions is still far from expectations. Therefore, there is a need to
reevaluate the presence of election observers from both a positive law and figh siyasah
perspective.

This study will focus on: 1) The role of the Voter Education Network for the People (JPPR) in
Tulungagung in monitoring elections from the perspective of Law Number 7 of 2017 on
Elections in Tulungagung Regency, and 2) The role of the JPPR in monitoring elections from
the perspective of Figh Siyasah.

This research is an empirical legal research using a qualitative method. Data collection
techniques include observation, interviews, and document analysis. Data analysis techniques
involve data reduction, data display, conclusion drawing, and verification.

From this research, it will be found that: 1) The presence of Voter Education and Outreach
Network for the People (JPPR) election observers in Tulungagung Regency is still far from the
mandate of Law Number 7 of 2017 on general elections. Voter Education and Outreach
Network for the People ( JPPR)'s authority under the law is limited to political education efforts
to help realize direct, free, secret, honest, and fair elections. There are still many aspects within
its authority that have not been optimized for public participation, such as monitoring and
oversight. It is hoped that in the future, there will be optimization of election observers to fulfill
their role and function in monitoring elections optimally in accordance with the mandate of the
law. 2) Voter Education and Outreach Network for the People (JPPR) election observers as
Wilayah Hisbah only provide education and outreach to the community regarding voters.
Therefore, what VVoter Education and Outreach Network for the People (JPPR) has done has
not yet achieved its goal as a Wilayah Hisbah, which should play a role in monitoring General
Elections. If Voter Education and Outreach Network for the People (JPPR) does not effectively
carry out monitoring, it means that Voter Education and Outreach Network for the People
(JPPR) does not fulfill its mandate in accordance with the principle of Wilayah Hisbah.
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